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TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Menimbang

Mengingat

TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa  dalam rangka penyusunan program
pembangunan kelautan dan perikanan serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menyusun
rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan
tahun 2015-20109;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana
Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun
2015-2019;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang
Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5073);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4660);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5490);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5589);
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Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5603);
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang
Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kementerian dan Kabinet Kerja 2014-
2019;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1);
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor
23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
860);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-
2019, yang selanjutnya disebut Renstra KKP adalah dokumen
perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 5
(lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.

2. Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, yang
selanjutnya disebut Renja KKP adalah dokumen perencanaan
Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk periode 1 (satu) tahun.

3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 2

(1) Renstra KKP merupakan pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan program
pembangunan kelautan dan perikanan.

(2) Renstra KKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana

tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 3
Ruang lingkup Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
meliputi:

a. Pendahuluan, yang berisi latar belakang, kondisi umum, potensi,
permasalahan dan lingkungan strategis;
b. Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
c. Arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan Kkerangka
kelembagaan;

d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
e. Penutup.

Pasal 4
Renstra KKP sebagai pedoman bagi unit kerja di lingkungan Kementerian
Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari kerangka regulasi dan kerangka
pendanaan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Il dan Lampiran 11l
yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5
Renstra KKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam
Renja KKP yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6
Menteri melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Renstra KKP yang
dituangkan dalam Renja KKP.

Pasal 7
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Agustus 2015
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SUSI PUDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK [NDONESLA

NOMOR 25/PERMEN-EP/ 20135

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2015-2019

BAE 1
FENDAHULLTAN

A, LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Nasional (EPJMN) 2015-
2019 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun
2015 dijalankan dengan peneguhan Rembali jalan ideologis bangsa. [deologi
itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakt. Dengan demikian, prinsip
dasar Trisakti menjadi basis dalam pembangunan karakter kebangsaan
dan landasan kebijakan nasional 5 (lima) tahun kedepan, termasuok
pembangunan kelautan dan perikanan.

Penjabaran Trisakt diwujudkan dalam bentulk:

1. Kedaulatan dalam politik divujudkan dalam pembangunan demokrasi
politik vang berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan.

2. Berdikari dalam ekonomi diwujudkan dalam pembangunan demokrasi
ckonomi yang menempatkan rakyvat sebagai pemegang kedaularan di
dalam pengelolaan  keuangan negara dan  pelakun utama  dalam
pembentukan produksi dan distribusi nasional.

3. Repribadian  dalam  kebudayaan  diwajudkan melalui  pembanguinan
karakter dan Kegotong-royongan yvang berdasar pada realitas
kebhinekaan dan kemaritiman sebagai kekuatan potensi bangsa dalam
mewnjudlkan implementasi demokrasi politik dan demokrasi ekonomi
Indonesia masa deparn.

ldeologi TRISAKTI menggambarkan bahwa pembangunan  dicapai
melalui perwujudan bangsa vang (1) Perdoulat, vaitu bangsa vang mampu
hidup sejajar dan sederajat dengan bangsa lain, hal ini dicapai melalui
peningkatan kemampuan berdaya saing; (2) Mandir, vaitu berkurangnya
ketergantungan dar sumberdaya luar negeri melalui ketersediaan manusia
vang berkualitas dan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable
development) secara terpadu dan ramah lingkungan; (3) Berkepribadian dan
berkebudayaan, vaitu menyvadari jat dirl bangsa Indonesia sebagail bangsa
vang majemuk dan bangsa maritim, serta menempatkan maritim sebagai
poros  kekuatan untuk membangun  percekonomian  Indonesia  dan
meningkatkan kesejahteraan masyvarakat. Ideologi TRISAKTI dalam RPEIMN
2015-2019 juga menggambarkan adanya  reorientasi | paradigma
pembangunan  (paradigm  shiff, dari pembangunan berbasis daratan
menjadi pembangunan berbasis kelautan dan kKepulavsan,
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Eorsngka pencapaisn tajuon BERIMN 23 12-201% dirumoskean lelbah
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7. Mewnjudkan kemandirian elkencmi dengan menggeraklan sektoraektor
shraleris ckonomi douestik

A, Molakokes rowolusi karakior bangsa

9, Memperteguh  Ke-Bhineka-an  dan  memperkuat  restorasi sosial

Indonesia

EPJMN 2015-2019 merupakan tahapan ketiga dari Rencana
Pembangunan Jangka Panjang MNasional [EPJPN) 2005-2025 yang telah
ditetapkan melalui Unddang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, yakni
memantapkan pembangunan secara menveluruh di berbagai bidang dengan
menskankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan
keungeulan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia berkualitas serta
kemampuan IFTEK vang terus meningkat.

Fresiden telah menyatakan bahwa Laut adalah Masa Depan
Peradabhan Bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak hboleh
dipunggungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melilat laut sebagai sumber
kehidupan manusia, Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan

harus dilakukan cleh seluruh
pemangku kepentingan untuk !:_:? w M_m
mengubah suatu keadaan i fin ns | ) Tnmeee A
menjadi keadaan yvang lebih Ml | p ™| predote \_‘f}-‘i}‘
baik dengan memanfaatkan LT [ — L
sumberdaya kelautan dan :-f-::: - P | ey
perikanan secara optimal, ‘J:?
efisien, efektf, dan akuntabel, ol . m
dengan tujuan akhir untuk R D 4 e et
meningkatkan Kesejahteraan i |/ r e
masyarakat secara L oy gl o
berkelanjutan. N mooemessa 0 CTEREEER
Memperhatikan amanat T e

Trisakti dan Nawa Cita, serta

untuk mendukung terwujudnya Redistribusi Keadilan dengan target Gind
Ratic 0,3 melalui sektor unggulan nasional *Kemaritiman dan Kelautan” dan
“Kedulatan Pangan”, maka paradigma pembangunan kelautan dan perikanan
adalah [1) Pertumbuhan, [2) Pemerataan, dan (3] Modernisasi. Pertumbuhan
vang dimakud adalah bagaimana upaya KKFP untuk dapat meningkatkan
kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pemerataan
pembangunan akan dilakukan dengan memberikan peluang bagi usaha
skala kecil untuk maju dan mandiri dengan tetap memelihara keberlanjutan
usaha skala besar. Modernisasi dimaksudkan agar seluruh
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usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di
dalam negeri.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP] menyusun Bencana
Strategis KKP 2015-2019 sebagai amanah dari Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan
berpedoman pada Peraturan Menteri PPN/ Kepala Bappanes Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Fenstra K/ L,

B. KONDISI UMUM

Upayva mewujudkan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan
dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpado dan
berkesinambungan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007  tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 200532025 telah
menetapkan salah satu misi vang terkait dengan KKP, vakni “Mewuojudkan
Indonesia menjadi Negara Kepulanan vang Mandiri, Maju, Kuat, dan
Berbasiskan Eepentingan Nasional®, dengan menumbuhkan wawasan
bahari bagi masyvarakat dan pemerintah, meningkatkan kapasitas
sumberdaya manusia vang berwawasan kelautan, mengelola wilayah launt
pasional  untuk mempertahankan  kedaulatan dan meningkatkan
kemakmuran, dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Berdasarkan hal tersebut, KKP telah melaksanakan berbagai
kebijakan pembangunan dengan hasil sebagai berikut ¢
1. PDB Perikanan pada tahun 2014 tumbub sebesar 6,97%. Angka

tersebut lebih tinggi dari pertumbuhan PDE nasional vang besarnya
5,1% dan pertumbuhan PDE Pertanian dalam arti luas vang besarnya
3,3%. Apabila dilihat dari besaran nilai ekonominya, PDE Perikanan
tahun 2014 mencapai Bp, 340,35 wiliun. Angka ini belum termasuk PDEB
dari industri pengolahan dan kegiatan perikanan lainnya disektor hilir.
Melihat pertumbuhan vang terus positil dan  tingginya nilai PDB
Perikanan serta besarnya potensi ekonomi sektor kelautan, maka
sektor kelautan dan perikanan merupakan sektor vang prospektf
untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional,

2. Produksi perikanan pada tahun 2014 mencapai 20,72 juta ton, vang
terdiri dari produksi perikanan tangkap sebesar 6,72 juta ton dan
produksi perikanan budidaya sebesar 14,52 juta ton (termasuk rumpuat
laut). Peningkatan produksi perikanan setiap tahun tersebut telah
mendukung ketahanan pangan nasional, terutama dalam penyediaan
protein hewani untuk peningkatan gizi masyvarakat,

3. Produksi garam rakyat tahun 2014 mencapai 2,5 juta ton. Capaian
tersebut  didukung  oleh  eapaian produksi  garam  rakyvat  yang
dilaksanakan melalui kegiatan Pemberdayvaan Usaha Garam Rakyat
(PUGAR) di 42 kabupaten kota.

4. Nilai Tukar Nelavan rata-rata pada tahun 20014 mencapai 104,3 dan
Nilai Tukar Pembudidaya IKan rata-rata pada tahun 2014 mencapai
101,36, Fluktuasi NTN/NTPi salah satunyva dipengaruhi faktor cuaca,
indeks konsumsi mumah tangga dan indeks biaya produksi, serta
kenaikan inflasi. Namun demikian nilai NTN secara rata-rata dan
bulanan masih di atas 100, artinya nelavan dan pembudidaya ikan
masih dapat menvimpan hasil pendapatan yang diperoleh dari kegiatan
penangkapan dan  pembudidayasn  ikan setelah  digunakan untuk
memenuhi kebutuhan operasional dan hidup sehari-harinya.

www.peraturan.go.id
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5. Ekspor hasil perikanan tabun 2014 mencapai USD 4,64 miliar.
Capaian nilai ekspor tersebut didominasi oleh nilai ekspor komoditas
udang yang mencapai USD 2,09 miliar dan diikut oleh Komoditas Tuna
Tongkol Cakalang (TTC) sebesar USD 0,69 miliar pada tahun 2014,

6. Konsumsi ikan pada tahun 2014 mencapai 37,89 kg/kapita. Capaian
tersebut  didukung oleh Kampanve nasional Gemarikan (Gerakan
Memasyarakatkan Makan [kan) vang dilaksanakan di seluruh provinsi.

7. Jumlah pulau-pulau keeil vang dikelola pada tahun 2014 mencapai 33
pulan. Kegiatan wvang dilakukan mernpakan pengembangan dan
pengelolaan pulau-pulau keeil, termasuk pulav-pulau keeil terluar
melalui penguatan sarana dan prasarans dasar,

#. Luas kawasan konservasi perairan vang dikelola secara berkelanjutan
pada tahun 2014 mencapai 7.8 juta ha. Dengan demikian, sampai
tahun 2014, telah ditetapkan kKawasan konservasi perairan dengan
luasan mencapai 16,45 juta ha. Bampai tahun 2019, telah ditargetkan
perluasan kawasan konservasi perairan hingga mencapai luasan 20
juta ha,

9. Wilayah perairan bebas UL fishing dan kegiatan yang merusak SDEP
tahun 2014 mencapai 38,63%. Capaian strategis pengawasarn
pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan selama Kurun
wakiu tahun 2010-2014 diantaranya adalah hasil operasi kapal
pengawas  dalam rangka penangpulangan llegal Unreported ond
Unregulated (TUV)] fishing, Kinerja pengawasan didukung oleh kerjasama
pengawasan dengan TNl AL, POLEl dan BAKORKAMLA, kerjasama
penegakan hukum dengan instansi terkait, kerjasama internasional di
bidang kelautan dan perikanan dan peningkatan kapasitas pengawasan
SDKP melalui pengembangan sarana dan prasarana  pengawsasarn,
pengembangan kelembagaan dan SDM Pengawasan.

10, Jumlah kasus penolakan ekspor per negara mitra pada tahun 2014
terdapat 4 kasus, atau dapat dijaga untuk tidak melampani lebih dari
10 kasus. Hal ini didukung dengan adanyva upaya KRP untuk
peningkatan  sistem  karantina ikan dan  jaminan mutu  produk
perikanan yang diekspor.

L1.Jumlah hasil litbang vang inovatif pada tahun 2014 mencapai 103
hasil litbang, yang terdiri dari 29 lithang produk biologi, 25 lithang
komponen eknologl, 33 paket teknologi, 5 inovasi teknologi, 3 rancang
bangun, 10 moedel kelembagaan/ pengelolaan/ pengolahan garam. Hasil
kegiatan penelitian dan  pengembangan  kelantan dan  perikanan
tersebut memiliki kebaharuan sebagian atau kebaharan seluruhnya,
yvang akan dipergunakan dalam mengembangkan sistem produksi,
pengolahan dan pemasaran berbasis [PTER.

12. Rasio jumlah peserta vang dididik, dilatih, dan disuluh vang kompeten
di bidang KP terhadap total peserta mencapai 96,22%. Selama tahun
2010-2014, setiap tahunnva jumlah peserta didik yvang terserap di
dunia usaha dan dunia industri, jumlah SDM KKP vang meningkat
kompetensinya, dan jumlah kelompol pelaku utamafusaha perikanan
vang diberikan  penyuluhan  berfluktuatif,.  Secara Kumulatif
pengembangan  SDM  Kelautan dan  Perikanan  telah  mampu
menyediakan sebanyvak 135.653 SDM KP vang kompeten. Capaian
tersebut merupakan kontribusi hasil capaian empat jenis kegiatan,
yvaitu kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan dukungan
kesekretariatan.
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Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan
kelautan dan perikanan, sampai tahun 2014 telah dilakukan penyusunan
Kebijakan dengan melibatkan peran serta masyvarakal guna memenahi
aspirasi masyarakat, antara lain yvakni ¢
1. Penerbitan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, vang menvepakati 4 (empat)
norma hukum penting, vakni: (i) pemberdayaan masyvarakat hukum
adat dan nelavan tradisional; (il) penataan investasi; (iii) sistem
perizinan; dan (iv] pengelolaan kawasan konservasi laut nasional
Pemberdayaan masyarakat diperkvat dalam  inisiasi  penyusunan
rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulan kecil heserta dengan
pemerintah dan dunia usaha. Dengan norma hukum  ind, maka
masyarakat dapat mengambil inisiatil mengusulkan rencana 2onasi.
Undang-undang perubahan ini juga telah memberikan pengakuan hak
asal-usul masvarakat hukam adat untuk mengatr wilavah perairan
vang telah dikelola secara turun temurun. Dalam pemanfaatan rmang
dan sumber dava perairan pesisir dan pulau-pulau kecil pada wilayah
masyarakat hukum adat oleh masyvarakat hukom  adat  menjadi
kewenangan masyarakat hukum  adat setempat. Sementara  bagi
nelayan tradisional yvang memiliki wilayah penangkapan ikan secara
tradisional diakui dengan cara memasukkan wilayah tersebut sebagai
subzona dalam rencana zonasi sehingga memiliki perlindungan hukum
secara paripurna,

2. Untuk memberikan landasan vang kuat terhadap pelaksanaan
pembangunan kelautan, telah diterbitkan Undang-undang Nomor 32
Tahun 2014 tentang Kelautan, vang memuoat beberapa materi vang
sangat penting menyangkut penyelenggaraan pembangunan kelautan
ke depan, antara lain (i) wilayah laut, (i) pembangunan kelautan, (iii)
pengelolaan kelautan, (iv) pengembangan kelautan, (v pengelolaan
ruang laut dan  perlindungan  lingkungan  laut, (vi) pertahanan,
keamanan, penegakan hukum, dan keselamatan di laut, |vii] tata kelola
dan kelembagaan,

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan pengelolaan wilavah laut
nasional untuk mempertahankan kedaulatan  dan  meningkatkan
kemakmuran serta e batgun ekonomi kelautan dengan
mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara
berkelanjutan, selama periode Oktober-Desember 2014 KKFP  telah
mengeluarkan  berbagai  kKebijakan, terutama  terkait dengan  upaya
pemberantasan JUU  Fishing, HKebijakan tersebut dituangkan dalam
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomeor 56 f/PERMEN-KP/2014
tentang Penghentian Sementara (Moratorinm) Perizinan Usaha Perikanan
Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia,
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57 /PEEMEN-KP/ 2014
tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan
Megara FRepublik Indonesia (vang melarang transshipment), Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59/PERMEN-KP/2014 tentang
Larangan Pengeluaran lkan Hiu Koboi (Carcharhinus longimeanus) dan [kan
Hiu Martl (Sphyma spp.) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar
Wilayah Negara Republik Indonesia.

i samping itn  wuntuk memperkuat  kinerja  dalam  rangka
pemberantasan UL fishing, pada tahun 2014 juga telah  diterbitkan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 38 /PEEMEN-KP/ 2014
tentang Penegakan Disiplin Pegawal Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam Pelaksanaan Kebijakan
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Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap,
alih Muatan (Transshipment) di Laut, dan Penggunaan Nahkoda dan Anak
Buah Kapal (ABK) asing,

Dalam rangka mendukung keberlanjutan sumberdayva perikanan,
serta mempertimbangkan Lobster, Kepiting dan Eajungan telah mengalami
penurunan  populasi sehingga  perlu menjamin . keberadaan  dan
ketersediaan stok, telah diterbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan No. 1 rahun 2015 tentang Penangkapan Lobster (panulirus spp),
Kepiting fscylla spp) dan Rajungan (pertunus pelagiciis sppj, vang melarang
penangkapan species tersebut dalam kondisi bertelur dan mengatur
ukuran yang boleh ditangkap.

Selanjutnya  dengan  pertimbangan bahwa penggunaan  alat
penangkapan ikan pukat hela (trawls) dan pukat tarik (seine nets) telah
mengakibatkan menurinnya  sumber daya  ikan dan  mengancam
kelestarian lingkungan sumber dava ikan, telah diterbitkan Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan No. 2 Tahun 20135 tentang Larangan
Penggunaan Alat Penangkapan lkan Pukat hela ftrawl) dan Pukat Tarik
fseine nets) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Repuhblik Indonesia.
Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang
sehagian dirubah sebagaimana Undang-Undang Rl Nomor 45 Tahun 2009
tentang Perikanan Pasal 9 dan penjelasannya yang mengamanahkan
bahwa dilarang memilild, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan
alat  pepangkapan  danfatau  alat  bantu penangkapan  ikan  vang
mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk
diantaranya jaring trawl atan pukat harimau, danfatan kompressor.
Diharapkan melalui penerapan peraturan tersebut, dapat dilakukan
penataan kembali pengelolasn perikanan untuk kelestarian sumber daya
ikan, pengurangan tekanan terhadap sumberdaya ikan di 11 Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNREI), pengaturan
selektifitas alat penangkapan ikan, yvang pada gilirannya akan dapat
meningkatkan kesejahieraan nelavan.

Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah
untuk mewujudkan Negara kepulauan vang berdaulat dan sejahtera
melalui pengelolaan sumberdaya  kelautan  dan perikanan  vang
berkelanjutan, dalam rangka mendukung terwujudnya Indonesia sebagai
poros maritim dunia.

C. POTENSI

Indonesia merupakan negara Kepulauan terbesar di dunia dengan
17.504 pulau dan luas perairan laut 5,8 juta km? (terdiri dari luas laut
teritorial 0,3 juta km?, luas perairan kepulauan 2,95 juta km?, dan luas
ZEE Indonesia 2,55 juta km?). Secara geo-politik Indonesia memiliki peran
vang sangat strategis karena berada di antara benua Asia dan Australia,
serta diantara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, menempatkan
Indonesia sebagal poros maritim dunia dalam konteks perdagangan global
(the global supply chain system) vang menghubungkan kawasan AsiaPasifik
dengan Australia.

Scbhagal negara maritim  terbesar di dunia, Indonesia memiliki
kekavaan alam sangat besar dan beragam, baik berupa SDA terbaharukan
(perikanan, terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, ramput
laut, dan produk-produk  bioteknologi), SDA tak terbarnkan (seperti
minyvak dan gas bumi, timah, bijih besi, banksit, dan mineral lainnya),
energl kelautan (seperti pasang-surut, gelombang, angin, dan OTEC atan
Ocean Thermal Energy Conversion), inaupun jasa-jasa lingkungan kelautan
dan pulau-pulau kecil untuk pariwisata bahari, transportasi laut, dan
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sumber keragaman hayati serta plasma nutfah. Kekayaan alam tersebut
menjadi salah saitn modal dasar vang harus dikelola dengan optimal untuk
mewljud kankesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Potensi lestari sumberdaya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar
7.3 juta ton per tahun vang tersebar di perairan wilavah [Indenesia dan
perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia [ZEEI) (Komnas Kajiskan,
2013). Dari seluruh potensi sumberdaya ikan tersebut, jumlah tangkapan
vang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,8 juta ton per tahun atau sekitar 80
persen dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 54 juta ten
pada tahun 2013 atau baru 93% dari JTE, sementara total produksi
perikanan tangkap (di laut dan danau) adalah 5,863 juta ton. Potensi
mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penvangga
pangan fungsional pada masa depan.

heanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar
untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi
produktf Luas terumbu karang vang dimiliki Indonesia saat ini yang
sudah terpetakan mencapai 25.000 km?® (BIG, 2013). Namun, terumbu
karang yang masih dalam kondisi sangat baik hanya sekitar 5,30%,
kondisi baik 27,18%, cukup haik 37,23 %, dan RKurang baik sebesar
30,43 % (LIP1, 2012). Laut Indonesia memiliki sekitar 8.500 species ikan,
533 species rumput laut dan 950 species biota terumbu  karang.
sumberdaya ikan di lant meliputi 37% dari species ikan di dunia, dimana
beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, sepert
tuna, udang, lobsrer, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan,
dan rumput laut.

Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber dava non
hayati yang melimpah. Masih banyvak wilayah perairan Indonesia vang
memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Selain
itu, potensi energi terbahamikan dari laut, seperti air laut dalam (deep sea
water] masih menjadi tantangan untuk dikembangkan dan dimanfaatkan
di masa vang akan datang. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan,
produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut
selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/ atan
pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam, merupakan sub sektor
kelantan yang belum tergarvap secara optimal. Dengan melibat besarnya
potensi dan manfaat laut Indonesia, sudah seharusnya kelautan Indonesia
menjadi penggerak barm ekonomi Indonesia di masa yang akan datang.

Seiring dengan kegiatan penangkapan ikan, kegiatan budidaya ikan
juga meningkat terus sejak tahun 1980-an, seperti berkembangnya
budidaya laut untuk berbagai jenis, seperti ikan kerapu, kakap, «an
baronang; budidaya tambak seperti undang dan bandeng; serta budidaya air
tawar seperti ikan mas, gurame, patin, dan lain-lain.

Potensi luas areal adidayva air tawar saat ini tercatat 2,830,540 Ha,
termasuk potensi di perairan umum daratan (sungai dan danau), dengan
tingkat pemanfaatan 302.130 Ha (10,7%). Secara spesifik, khusus untuk
perairan umum darmatan (danan dan waduk), luas secara keseluruhan
tercatat 518,240 Ha. Bila diasumsikan 10% dari luasan tersebut dapat
dimanfaatkan untuk perikanan budidaya, maka akan didapat luasan
potensial budidava air tawar di waduk dan danau sebesar 51.824 Ha.
Luasan budidayva KJA di perairan umum saat ini tercatat 1.563 Ha atan
3%. Kecilnya pemanfaatan potensi budidaya air tawar disebabkan karena
belum  terkelolanya  secara optimal potensi tersebut akibat tumpang
tindihnya pemanfaatan potensi lahan budidaya air tawar, serta belum
terbukanva secara mudah akses menuju kawasan potensil budidaya air
tawar tersebut,
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Potensi luas areal budidaya air payan saat ini tercatat 2.964.331 Ha,
dengan tingkat pemanfaatan 630.509 Ha (21,9%). Kecilnya pemanfEatan
petensi budidaya air payau disebabkan karena pengelolaan kawasan
potensial budidaya air payvau masih berada/ bersingpungan dengan
kKawasan mangrove, sehingga pemanfaatan potensi lahan budidaya air
tersebut harus sejalan dengan kebijakan pengelolaan hutan mangrove.
Sefain itn belum  terbukanva secara mudah akses menuju kawasan
potensil budidaya air payau serta minimnya prasarana penunjang laiinya
di kawasan potensial, menyebabkan pemanfaatan masih relatif kecil.

Potensi luas areal budidaya laat saat ini tercatat 12.123.383 Ha,
dengan tingkat pemanfaatan 325.825 Ha (2,7%). Kecilnya pemanfaatan
potensi budidaya laut disebabkan karena belum tersedianva payung
hukum berupa peraturan yvang menaungi Tata Fuang pengelolaan
pemanfaatan ruang laut untuk berbagai kepentingan, sehingga tidak
terjadi tumpang tindilh dalam pemanfaatannva. Hal ini penting bagi
pelakn usaha sebagai bentuk kepastian hukum dan perlindungan dalam
berusaha dibidang budidava launt. Selain itu tingginva modal yang
diperlukan serta ketersediaan sarana penunjang vang terbatas,
menyvebabkan kurangnya minat masyarakat dalam usaha budidaya ikan
laut.

Potensi luas areal budidaya rumput laut saat ini tercatat 1,1 juta Ha
atau 9% dari seluruh luas kawasan potensial budidaya laut vang sebesar
12.123.383 Ha. Adapun tingkat pemanfaatannya diperkirakan bam
mencapai 25%. Adapun jenis romput laut vang dimiliki Indenesia tercatat
555 jenis rumput laut, Beberapa kenddala dalam pengembangan budidava
rumput laut adalah terkait kualitas bibit rumpuat laut, penyakit, akses
pasar serta tata niaga produlk.

Perkembangan budidaya dalam dua dekade terakhir ini lebih cepat
dari penangkapan sehingga produksi budidava melampani produksi
perikanan tangkap sejak talan 2010, Masih luasnyva lahan vang potensial
untuk budidava memberikan harapan akan meningkatnya produksi
budidaya di waktu yang akan datang. Sebagian dari produk budidava juga
sudah mulai diekspor seperti kerapu dan gurame khususnyva untuk tujuan
negara Asia Tenggara. Budidaya mumput laut diharapkan terus meningkat
tidak hanva untuk kepentingan konsumsi tetapi juga untuk kepentingan
lain seperti untuk kesmetik, dan lain-lain.

Indonesia memiliki sumberdaya alam vyang sangat mendukung
untuk  pengembangan  pakan  ikan  mandiri | guna mengurangi
ketergantungan akan pakan pabrikan vang sangat bergantung kepada
bahan baku impor, dalam hal ini tepung ikan, Data produksi pakan pellet
mandiri saat ini tercatat 35.000 ton dari 1,3 juta ton (2,7%) dari
keseluruhan pakan ikan vang digunakan untuk produksi 2,6 juta ton ikan
alr tawar, Diprediksi pada tahuan 2019, dengan taeget produksi ikan air
tawar 6,5 juta ton, dapat dihasilkan 392 ribu ton pakan pellet mandiri
dari 5,92 juta ton (10%) dari keseluruhan kebutuhan pakan.

Beberapa bahan tepung pakan vang dapat digunakan sebagai
pengganti tepung ikan impor antara lain (&) Tepung maggot (ulat lalat
hitam/black soldier)] menggunakan media PEM (palm kernel meal] dari
kebun sawit, (b} Daging kerang hijau, (o) [kan rucah atau ikan sisa olahan,
) Ikan pemakan plankton vang nilai ekonominyaa rendah di masyarakat,
(e] Bahan fermentasi berbagai tumbuhan serta (f) Cacing lumbricus
dengan media sampah organik.

Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) di bidang kelautan dan
perikanan memiliki peranan strategis dalam  mendukung  pencapaian
pembangunan kelautan dan perikanan secara keseluruhan, Peranan
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strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan
penyuluhan  yang diarahkan wuntuk mendorong dan  mempercepat
peningkatan kKapasitas sumber daya manusia Kelautan dan perikanan,
sehingpa memiliki kapasitas dan kompetensi yvang dibarapkan untuk
optimalnya pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan.

Keberadaan Undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang
perikanan sebagaiamana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45
tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang
Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulan-Pulau Kecil sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, sebagai legalitas
dan dasar eksistensi pengawasan SDEP kedepan. Disamping ketentuan
nasional tersebut, landasan lain yvang tidak kalah penting vaitu ketentuan
maupun resolusi Internasional yvang mengamanahkan untuk pengawasan
dalam kerangka mengelola sumber daya kelautan dan perikanan vang
lestari dan bertanggung jawah,

Potensi  untuk  pengawasan  SDEP yaitu ketersediaan  SDM
Pengawasan vang saat ini dimiliki vaitu 679 Pengawas Perikanan, PPNS
Perikanan sebanvak 456 orang, Awak Kapal Pengawas sebanyvak 279 orang
dan Polisi Khusus Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulan Kecil
sebanyvak 205 orang, dengan kualitan dan kuantitas SDM pengawasan
tersebut  diharapkan lebih memperkuat pengawasan SDKP  kedepan.
Kerjasama dan koordinasi dengan instansi terkait antara KKP dan TNI AL,
POLREL, BARKAMLA, Mahkamah Agung, Rkejaksaan dalam  rangka
penanganan pelanggaran telah terjalin dengan baik, Kerjasama tersebut
selama  ini  diimplementasikan melalui  kelembagaan, prosedur  dan
aperasional yvang dilakukan selama ini.

keberadaan dan fungsi kapal pengawas sehagai sarana utama dalam
pengawasan i laut yang dimiliki sebanvak 27 unit kapal dengan berbagai
ukuran dan type serta speedboat pengawasan sebanyak 89 unit berpotensi
untuk mendukung dalam pengawasan SDEFP kedepan. Selain sarana dan
prasarana tersebut teah tersedia alat pemantauan kapal perikanan/VMS
yvang mampu memantaun  pergerakan  Kapal perikanan dan  fasilitas
penunjang seperti dermaga, kantor dan sarana prasarana pengawasar
lainnya.

Tumbuh  dan  kembangnya  kesadaran  masvarakar  unmk
memanfaatkan SDKP secara lestari dan bertanggung jawab di seluruh
Indonesia  menjadi  potensi mendukung pengawasan  SDEP. Benmuk
dukungan tersebut salah satunya melalui kearifan local di masing-masing
daerah seperti awig-awig di Bali dan NTE, Sasi di Maluku, Panglima Laot di
Aceh, Ninik Mamak di Sumatera Barat, Lubuk Larangan i Jambi dan
masih banyak kearifan local lainnya.

Kegiatan Pendidikan dilaksanakan melalui proses belajar dengan
pendekatan teaching factory terdiri dar 60 — 70% praktek dan 30 - 40%
teori. Baat ini Pendidikan KP memiliki 1 Perguruan Tinggi, 9 (Sembilan)
Sekolah Usaha Perikanan Menengah (SUPM), 3 (tiga) Politkeknik Kelautan
dan Perikanan, vang tersebar di wilayah nusantara. Tenaga pengajar
satuan pendidikan KP berjumlah 429 Orang terdiri dari 223 gurn dan 206
Dosen. Satuanpendidikan KP menerima peserta didik dar anak pelako
utama sebesar 40 % dari total penerimaan peserta didik setiap tahunnya,

Kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Pusat
Pelatihan Kelautan dan Perikanan terdirl dari 5 Balai Pendidikan dan
Pelatihan Perikanan (BPPP), 1 Balai Diklat Aparatur (BDA), 4229 Pusat
Pelatihan Perikanan Mandiri Kelantan dan Perikanan (P2MEP), dan 33
Tempat Uji Kompetensi (TURK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Saat ini
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pusat pelatihan KPP memiliki 73 widyaiswara dan 72 orang instruktur yang
tersebar di masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan KP.

Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyvarakat perikanan pelako
utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan,
pemasar hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan  perikanan
lainnya., Kegiatan pelatihan juga dilengkapi sertifikat kompetensi yang
dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi nasional. Sedangkan pelatihan
aparatur ditujukan bagi aparatur negara  meliputi pelatihan  eknis,
struktural aparatur, pelatihan fungsienal, dan pelatihan prajabatan di
lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penvelenggaran penyuluhan kelautan dan perikanan dilaksanakan
oleh Pusat Penyuluhan Perikanan. Berdasarkan data Sistem Informasi
Manajemen Penyvuluhan Kelautan dan Perikanan per 10 Juli 2015, total
penyulul perikanan sebanyak 13,621 crang, terdind dan 3.249 penyuluh
FNS, 1285 penyulub Penyuluh Perikanan Bantu (PPB), 8.749 penyvuluh
swadaya, 205 PPE Dacrah, 40 penyuluh swasea, dan 93 penyulub honorer,

D. PERMASALAHAN

Bidang kelautan memiliki permasalahan vang kompleks karena
keterkaitannva dengan banyak sektor dan juga sensitif terhadap interaksi
terutama dengan aspek lingkungan. Terdapat berbagai isu pengelolaan
perikanan laut di Indonesia vang berpotensi mengancam kelestarian
sumber dayva ikan dan lingkungan, keberlanjutan marta pencaharian
masyarakat di bidang perikanan, ketahanan pangan, dan pertumbuhan
cekonomi yang bersumber dari pemanfaatan sumber daya perikanan.
Beberapa wilayah perairan  laut Indonesia  telah mengalami  gejala
overfishing Selain itu, praktik-praktik UL fishing vang terjadi di Wilayah
Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNEI), baik oleh
kapal-kapal perikanan Indonesia (KII) maupun oleh kapal-kapal perikanan
asing  (KIA)  menvebabkan  kerugian  baik  dari aspek sosial,
ekologi/lingkungan, maupun ekonomi. Kerugian negara akibat dari JUU
fishing di perairan Arafura diperkirakan mencapai BEp 11-17 triliun (Wagey
dkk, 20002). Estimasi kerugian negara-negara i dunia akibat 100 fishing
mencapai US§ 10-23,5 miliar {Agnew dkk, 2005). Ancaman JUU Fishing
dipicu  kondisi sektor perikanan global, dimana beberapa negara
mengalami - penuwranan stok ikan,  pengurangan armada kapal
penangkapan ikan akibat pembatasan pemberian izin penangkapan
sedangkan permintaan produk perikanan makin meningkat. i sisi lain,
kemampuan pengawasan  sumberdaya  kelautan dan  perikanan i
Indonesia masih lemah. Melihat ancaman dan tantangan  tersebut,
kapasitas dan kapabilitas pengawasan sumberdayva kelautan dan
perikanan perlu ditingkatkan sebagaimana amanat ULl No. 45 Tahun
2009 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan,
melalui pengembangan sistem pengawasan yang terintegrasi, penyediaan
saratia  dan  prasarana pengawasan,  pemenuban regalasi o bidang
pengawasan  dan Kelembagaan  di tingkat  daerah, pengembangan
kerjasama  secara  intensif dengan instansi lain, serta menggalang
komitmen dan dukungan internasional dalam penanggulangan kegiatan
U fishing. Masalah UL fishing juga terkait dengan perbatasan dengan
negara tetangga, khususnya terkait nelayvan tradisional vang melanggar
lintas hatas ke negara lain. Meskipun upaya untuk edukasi dan
peningkatan keasadaran nelayan Rl mengenai batas-batas laut sudah
dilakukan namun kemungkinan nelayan tradisional untuk melintas batas
dan melakukan pelanggaran ke negara lain masih ada.
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Masalah perbatasan laut merupakan salah satn kendala dalam
pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan di wilayah peraimn
Indonesia, Beberapa masalah kejelasan perbatasan wilayah dengan negara
tetangpa belum  diselesaikan. Hal ini menjadikan kasus perikanan di
wilayah perbatasan belum  hisa tuntas, sehingga peran KKP untuk
menangani permasalahan tersebut pun perlu ditingkatkan,

Dalam pengembangan perikanan budidava, masih dihadapkan pada
permasalahan implementasi kebijakan tata ruang dan rencana zonasi
wilayah pesisir dan pulau-pulan kecil, terbatasnya prasarana saluran
irigasi, terbatasnva ketersediaan dan distribusi induk dan benih unggul,
kesiapan dalam menanggulangi hama dan penyakit, penyvediaan fasilitas
kolam dan air yang baik serta permnasalahan bahan baka pakan dan
kestabilan harpa, serta tingginva harga pakan. Rendabhnya produktifitas
perikanan budidaya juga disebabkan karena struktur pelaku usaha
perikanan  budidayva adalah skala kecilftradisional (+ 80%j), dengan
keterbatasan aspek permodalan, jaringan teknologi dan pasar. Disamping
itn serangan hama dan penvakit ikan/udang, serta adanyva pencemaran
vang mempengaruhi kualitas lingkungan perikanan budidaya.

Pemanfaatan potensi  sumber dayva perikanan mendorong
peningkatan Kegiatan perdagangan produk kelantan dan perikanan antar
negara maupun antar area di dalam wilavah NKRI. Semakin meningkatnya
kegiatan lalu lintas hasil perikanan membawa konsekuensi meningkatnya
risike masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan berbahava seria
masuknyva hasil perikanan yang dapat merugikan dan membahayakan
kesehatan manusia, Oleh karena it perlu diiringi dengan peningkatan
sistem jaminan kesehatan ikan mum dan keamanan hasil perikanan vang
terpercava dalam rangka mewujudkan kawasan perikanan budidaya yang
bebas hama penyvakit ikan berbahayva serta terjaminnya hasil perikanan
yvang aman untuk konsumsi manusia.

Globalisasi dalam kerangka perdagangan internasional, mendorong
semakin meningkatnva arus lalu lintas dan menurunnya secara bertahap
hambatan taril’ (tariff barrier) dalam perdagangan hasil perikanan antar
negara. Readaan ini memicu masing-masing negara, termasuk negara
mitra dagang seperti Uni Eropa, China, Rusia, Canada, Korea, Vietnam
dan Norwegia, semakin memperketat persyaratan jaminan kesehatan,
mutu  dan  keamanan hasil perikanan  (health, gqualily and safety
assurance). Sebagai anggota World Trade Organization (WTOQ) Indenesia
berkewajiban melaksanakan isi ketentuan dalam “Agreement of The
Application of Sanitary and Phylosanitari Measure” (perjanjian SP3) vang
memuat ketentuan tentang penerapan peraturan-peraturan teknis guna
melindungi keschatan manusia, hewan, ikan dan mmbuhan, Konsep
perjianjian  Sanitary and Phytosanitory (SP8] merupakan instrumen
pengendali perdagangan internasional berupa hambatan teknis (technical
barrier to trade)f/hambatan non tacifl (non tlariff Dborrer). Untull ito
pengembangan sistem jaminan Kesehatan, mutu dan Keamanan hasil
perikanan harus selaras dengan persyaratan dan ketentuan internasional
sehingga mampu meningkatkan dava saing hasil perikanan dalam era
perdagangan global,

Terkait dengan permasalahan garam, selama ini kebutuhan nasional
garam dalam negeri dipenuhi dard impor, Sebagai negara vang memiliki
panjang pantai nomor dua di dunia, sudah seharusnyva kebutuhan
nasional garam dapat dipenuhi darl produksi dalam negeri. Saat ini
produksi garam nasional belom dapat memenahi kebutuhan dalam negeri
baik secara kuantitas manpun kualitas, vang antara lain dikarenakan
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usaha pegaraman masih tradisional, minimnya infrastruktur, dan tata
niaga garam yang belum mendukung,

Permasalahan lain yvang dihadapi terkait dengan masih rendahnya
produlktivitas dan  daya saing usaha kelantan dan  perikanan yvang
disebabkan oleh struktur armada penangkapan ikan vang masih
didominasi oleh kapal berukuran kKecil, belum optimalnyva integrasi sistem
produksi di hulu dan hilir, serta masih terbatasnya penyvediaan sarana dan
prasarana sccara memadai. Disamping i, aspek sangat mendasar yvang
mempengamihi lemahnya daya saing dan produktivitas adalah kualitas
S0M dan kelembagaannya. Saat ini jumlah SDM yvang bergantung pada
kegiatan  usaha  kelautan  dan perikanan sangat  besar, namun
pengetahnan, keterampilan, penguasaan teknelogi dan  aksesibilitas
terhadap infrastruktur dan informasi belum memadai dan belum merata di
seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah kepulanan,

Dalam rangka pengembangan usaha, permasalahan utama vang
dihadapi adalah masih adanya keterbatasan dukungan permodalan usaha
dari pihak perbankan dan lembaga keuvangan lainnyva kepada para
nelavanfpembudidaya. Dalam  kaitan  ini, nelayan/pembudidaya  ikan
masih mengalami Kesulitan mengakses permodalan atau kredit akibat
terkendala oleh pemenuhan persyaratan prosedural perbankan.

Aktivitas pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan, baik
vang berada di daratan, wilavah pesisir, maupun lautan, tidak dapat
terlepas dari keberadaan potensi bencana alam dan dampak perubahan
iklim wvang dapar terjadi di wilayah Indonesia. Bencana alam dan
perubahan iklim dapat berdampak serius terhadap kegiatan pemanfaatan
sumberdaya kelautan dan perikanan, sepert kenaikan muka air laut |sea
level rige) vang dapat menyebabkan tenggelamnya pulau-pulau keeil dan
sebagian wilavah/lahan budidaya di wilayvah pesisir, intrusi air laut ke
daratan, peningkatan dan perubahan intensitas cuaca ekstrim (sepertd
badai, siklon, banjir) yang berpengaruh terhadap kegiatan penangkapan
dan budidaya ikan, serta kerusakan sarana dan prasarana. Oleh karena
itu, penviapan kapasitas masvarakat untuk melakukan berbagai upaya
mitigasi bencana dan adaptasi dampak perubahan iklim masih sangat
diperlukan. Selain potensi bencana alam dan perubahan iklim, wilayah
pesisir juga memiliki potensi  kerusakan  pesisir berupa kerusakan
ekosistem, abrasi; sedimentasi, pencemaran  dan  permasalahan
keterbatasan  lahan, Oleh  karena  itu  diperlukan  berbagai upaya
rehabilitasi ekosistem, pengendalian pencemaran, dan upaya revitalisasi
diantaranya melalui reklamasi yvang terkendali,

Kesejahteraan pelaku usaha perikanan [budidaya, penangkapan,
pengolahan dan pemasaran) merupakan salah satu pilar penting dalam
peningkatan «aya saing bangsa di era perdagangan bebas serta
penerapan MEA  (Masyvarakat Ekonomi ASEAN). Namun, kondisi
kesejahteraan para nelavan dan pelaku usaha untuk dapat memenuhi
kebutuhan dengan  pendapatan  vang diperclehnya masih  sangat
terbatas. Permasalahan yvang dihadapi dalam menghadapi MEA 20135,
utamanya adalah belum adanya perlindungan terhadap pelaka usaha
UME untuk meningkatkan dava saing melalui sinergi lintas sektor
{termasuk dalam mengakses sumber pembiayaan), perlindungan
terhadap pasar domestik, dan sertifikasi produk.

Isu utama pembangunan wilayah nasional adalih masih besarnyva
kesenjangan antarwilavah kKhususnyva kesenjangan antara Kawasan Barat
Indonesia (KB dan Kawasan Timur Indonesia (KT1). Dalam lima tahun
memklatang  (2015-2019), amh kebijakan utama pembangunan wilayvah
nasional difokuskan pada upaya mempercepat pengurangan Kesenjangan
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pembangunan antarwilayah dengan mendorong transformasi  dan
akselerasi pembangunan wilayah. Sebagai negara maritim yvang terdiri
dari gugusan pulau-pulau Archipelagic State) dimana laat Indonesia lebih
luas dari daratan, laut menjadi sangat wvital dalam  pemerataan
pembangunan nasional. Melalui visi misi Presiden, diharapkan laut dapat
menghubungkan Kawasan Barat Indonesia dengan Kawasan Timuoar
Indonesia, termasuk pulau-pulau besar dan gugusan pulau-pulan kecil
didalamnya, sckaligus schagai perekat Negara Resaman Republik
Indonesia (NKRI) serta untuk mendukung percepatan pembangunan
ekonomi wilayah berbasis maritim [(kelautan).

E. LINGKUNGAN STRATEGIS

KEF yang memiliki mandat untuk melaksanakan pembangunan
kelautan dan perikanan di Indonesia perlu mengelola faktor lingkungan
organisasi, baik vang bersifat intemal maupun eksternal, sebagai modal
dasar untuk merumuskan strategi pembangunan kelautan dan perikanan.
Salah satu teknik analisis yvang digunakan untuk memetakan lingkangan
strategis organisasi adalah teknik kekuatan-kelemahan-peluang-hambatan
atan SWOT/ strength-weakness-opportunities-threats).

Pada konteks pembangunan kelautan dan perikanan, lingkungan
stratepis eksternal vang secara langsung berpengarh terhadap kebijakan
pembangunan kelautan dan perikanan vakni: United Nations Convention on
the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, Undiled Nations Fish Stocks Agreement
(UNFB8A) 1995, FAQ Compliance 1993, Port State Measures Agreement 20089,
Indian Ocean Tuna Commission (1OTC), Commission for the Conservation of
Southern Bluefin Tuna (CCOSBET), Code of Conduct for Responsible Fisheries
don Intermnational Plan of Action, Millennium Development Goals kelautan
dan perikanan, Sustatnable Development Goals Kelautan dan perikanan,
The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
pada tahun 1994, serta Western and Central Pacific Fisheries Commission
(WCPFC). Selain itu, terdapat pula berbagai Pakta Internasional dan
Regional, seperti World Trade Organization [WTO), Asia Pacific Economic
Cooperation [APCE], dan Masyvarakat Ekonomi ASEAN [MEA). Schagai
negara vang telah ikut mengadopsi hukum dan perjanjian intermmasional
tersebut, maks Indonesia dituntut harus mampu memanfaatkannya demi
menjamin keberlangsungan kepentingan nasional di bidang pembangunan
perikanan.

Sedangkan lingkungan strategis kelautan dan perikanan internal
yvang berpengarah besar terhadap keberhasilan pembangunan perikanan
vakni (1) aspek ekonomi vang berfokus pada upaya peningkatan kontribusi
selktor perikanan terhadap PDE, (2) aspek sosial dan politik, vang berkaitan
dengan  konstelasi  politik di tingkat nasional maupun daerah serta
pembagian wewenang urusan perikanan dengan pemerintah daerah dalam
koridor Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, (3) kerangka kebijakan dan hukum nasional, terkait dengan
ratifikasi berbagai konvensi internasional, pelaksanaan Undang Undang,
Peraturan Pemerintah, Perpres, Reppres, Inpres, dan berbagai Peraturan
Menteri Kelautan dan Perikanan yvang berkenaan dengan bidang kelautan
dan perikanan (termasuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan), (4) sistem kelembagaan dan pemerintahan di pusat dan dacrah,
terutama menyangkut sinergl dan dukungan lintas K/L terkait serta Dinas
Kelautan dan Perikanan ProvinsifKabupaten/Kota, (3) perkembangan Iptek
dan teknologi informasi, terutama terkait dengan penyediaan data statistik
perikanan yang handal sangat diperlukan
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sebagai data dasar untuk mengukur tingkat eksploitasi dan status stok
ikan di suatn WPPNREI, [6) kapasitas sumber daya manusia, terutama
berkaitan dengan pendayagunaan peran strategis sumberdaya manusia
perikanan  sebapai  penentu keberhasilan  kegiatan  di sentra-sentra
pengolahan berbasis produk perikRanan, dan (7)) sistem  pengawasan,
terutama terkait dengan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan untik menjamin ketertiban pelaksanaan pemanfaatannya demi
terjaganva kelestarian  sumberdaya tersebut, keberlanjutan mata
pencaharian masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi yang bersumber
dari pengelolaan sumberdava Relautan dan perikanan.

Beherapa faktor strategis  lingkungan  internal  vang  menjadi
kekuatan maupun kelemahan, antara lain meliputi (1) Sumberdaya ikan,
habitat, dan produksi; (2) Pengelolaan perikanan nasional; (3) Geogralfli;
(1) Kependudukan; (3) Ekonomi nasional; (6] ldeclogi nasional, (7) Sosial-
budaya nasional; (8) Politik, tata kelola pemerintahan, kebijakan,
peraturan perundang-undangan Indonesia, dan penegakan hukum; (9)
Pertahanan dan keamanan nasional; (10) IPTEK dan informasi nasional;
(11} Ketersediaan bahan balku; (12) Konektivitas antar pulau; [13)
Manajemen  industri  (teknologi  produksi, SDM, pemasaran); (14)
Permintaan hasil perikanan dalam negeri (termasuk UL No, 18 Tahun
2012 tentang Pangan); (15) Pengelolaan sistem pembinaan mutu dan
keamanan pangan; dan (16) U No. 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah.

Sedangkan faktor strategis lingkungan eksternal vang dapat menjadi
peluang ataupun ancaman adalah (1) Permintaan hasil perikanan dunia;
(2) Sumberdya alam, praktek dan tingkat produksi perikanan dunia, (3]
Globalisasi perekonomian, serta pasar bebas hasil perikanan vegional dan
dunia, (4) Masyvarakat Ekonomi ASEAN 2015; (3) Kerjasama hilateral,
regional dan multilateral, serta instrumen internasional (termasuk RFMO);
(G) Prakicek Mlegal fishing global; {7) Sumberdaya alam, praktik dan tinglkat
produksi dan pengelolaan perikanan dunia, pasok hasil perikanan dunia;
dan (8) Kependudukan dunia.
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[EEYERTI
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

A VIS

Balah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan
pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujwlkan Indonesia
menjadi Negara  Maritim  vang  Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis
Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi vang membantu Presdien unmk
membidangi urusan kKelautan dan perikanan, maka visi KKP ditetapkan
selaras  dengan  visi pembangunan nasional serta bertujuan  untuk
mendukung terwujudnva Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi KKP sddalah “Mewunjudkan sektor kelautan dan  perikanan
Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan
kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan
dan perikanan, schingga scjajar dan sederajat dengan bangsa lain. Maju
dimaksudkan dapat mengelola sumber dava kelantan dan perikanan
dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yvang inovatif dan bernilai
tambal, untuk mencapai Kescjahteraan masvarakat yvang tinggl dan
merata. Kuat diartikan memiliki kemampuan dalam meningkathkan
pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan
perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. Berbasis
kepentingan nasional dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan
sumberdaya kelautan «dan  perikanan  secara  berkelanjutan  untuk
kescjahteraan masyarakat,

B. Misl

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yvang telah dimandatkan
oleh peraturan perundang undangan kepada KKP dan penjabaran dari
misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar vang menjadi misi KKP
yvakni:

1. Kedaulatan (Sovereignty), vakni mewujudkan pembangunan kelautan
dan perikanan yang berdanlar, guna menopang kemandirian ekonomi
dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan  perikanan, «an
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2. kReberlanjutan (Sustainability), vakni  mewujudkan  pengelolasn
sumberdava kelautan dan perikanan vang berkelanjutan.

3. KResgjahteraan (Prosperity), vakni mewujudkan masyarakat kelautan dan
perikanan vang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam
kebudavaan.

kedaulatan diartikan sebagai kemandivian dalam mengelola dan
memanfaatkan sumberdayva kelautan dan perikanan dengan mem perkoat
kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi
mewujudkan Kedaulatan secara ekonomi. Keberlanjutan dimaksudkan
uniuk mengelola dan melindungi sumberdaya kelautan dan perikanan
dengan  prinsip mamah  lingkungan  sehingga  tetap dapat menjaga
kelestarian sumberdaya.  Resejahteraan  diartikan bahwa pengelolaan
sumberdaya Kelautan dan  perikanan adalah untuk  sebesar-besamya
kemakmuran rakyat. Dalam kaitan ini, KKP sepantiasa memberikan
perhatian penuh terhadap seluruh stakehelders kelautan dan perikanan,
vakni nelayvan, pembudidaya ikan, pengolah/pemasar hasil perikanan,
petambak garam, dan masvarakat kelautan dan perikanan lainnya,
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ketiga hal di atas dilalkulkan secara bertanggungjawah berlandaskan
polong rovone., schiges saling moemperkoal, mewhberd  manboae Jdsn
menghasillan nilai tambah ekanemi. sesial dan buadaya hagi kepentingan
Lersama.

CLOTLRILAN
Menjabarkan misi pembangnnan kelautan dan perikanan. maka
Luguonn pean b unoan elaulon dan perileancsan adalal
Eedanlatan | Savaraigadi). svakni
L, Meninekatkan  pongaweasann pongololaoan suanbordays kelootan dan
1y ikt 1411
A, Mengembangkan sistem perkarantinaan tkan. pengendalian n,
kcmnanan lasil penkauan, don keowman avad ikan, Eeborloagjulan
[Suscearelnlng), vaka
1. Mengeptimalkan pengelelaan FAng [ant, kanserrasi dan
kosnuckarog armar luavall oot
Meninekatkan keberlongois usalu poribesm an ek dann bodiclasys
Meningkatkan dava saing dan sistem
logistik hasil kelautan dan perikanan
Kesejahteraan (Prosperity). vyakni
Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdavaan masyarakat
Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

L

B

TUJUAN

Mengembangan

Micring kit lapasitas SDIM,
P san dan
pangeiclmn pemberdayaan
summbendava kalautan masyarakat
i pregikanan h{ﬂgoph.m:l.k:npzn.g,e'ln'laan penngkatkan
mbarghin ruang laut, koneervasi dan Irivwasd iptek
alsbam parkseantinaan keanekaragaman hayati laut (;D Pl
ﬂun.mfﬂﬂ Mendngkatkan keberlanjutan perikanan
puarikanan. dan usaha perikanantanghkap dan
ke mmmanan hayati fkan @ brod daya
Meningkatian daya saing dan
gistenn laglstik hasll kelatan
@ dan perilanan

D, SASARAN STRATECIE

Bazaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan mermipakan
kondisi yone  dilngiokean dapal dicapal olelh KEP scbagal sualu
vrdcome S rnpact doan beborapsa reermn wvonwr dilaksonsakosn. Dalon
permusnnannya, KK menjabarkan 30 misi wyakni "kedanlatan®.
“Koberlanguian”™.  donn BEesojabloraan”™  dan menegguisakan pondoksis
metacdla Flafanced Seorecord (H8C] sang dibagl dalam empat perspeletif.
vakni stakehnlders prespactivs. cusiomar perspectios,  iafarant proness
prarspectie, dan e aeg ancd moteth. perspeciioe, schagal borko;
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PETA STRATEGI KKP 2015-2019

55 1. Terwujudnya peninghatan
kesejahteraan masrarakat KP

58 2. Terwujudnya 55 3. Teriwujudnia pengelolaan

SDKP yang partisipatit,
kedaulatan dalam bertatimeuTEawab, dan
pengelolaan SDEP herkebnjutn

‘IJ
FIRTMIEAR HENTHN L SIS e RPN PR A A R M
: 355, Tersebanggaranys tata 55 &, Tersebanggarsnya
55 4, Tz anya b,
kebola pesaniastan SOKP F dalizm o
mhllﬂl;:f;li':l;ﬂﬂh:l?mn ':/"' wang adrl, beirdaya 3 s dan |. 1 Nnr*:ﬁ:ﬂ sﬂp;?:un
£ % o el esaral . peatisipatic

T AR AL CAFTTAL

B;‘I"ml:‘rlrjl S5 L0 Terkelolaip
el il
t=1d.i dan | bevoreman pald P.;'::E;‘:.:‘MT

dakises laaian prima

1. Stakeholders Prespective

a.

b,

maka
pertama [(55-1) vang akan dicapai adalah "Terwujudnya kesejahteraan
masgyarakat KPP, dengan Indikator Kinerja :

Menjabarkan misi  “Kesejahteraan®, sasaran  strategis

Indeks Kesejahteraan Masvarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5
pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019,

Pertumbuhan Produk Domestik Bruto [PDB] Perikanan dari 7% pada
tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019,

2. Customer Perspective

Menjabarkan misi “Kedaulatan®, maka sasaran strategis kedua

(55-2) wang akan dicapal adalah “Terwujudnyva kedaulatan dalam
pengelolaan SDEP, dengan Indikator Kinerja -

a.

b Jumlah pulavu-pulau kecil yang mandiri dari 5

Persentase Kepatuhan [(Complicnes) Pelaku Usaha Kelautan dan
Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang
Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019,
5 pulau pada tahun
2015 monygadi 23 puloun pada tabon 20109,
Selanjutnya. menjabarkan misi "keherlanjutan®, maka sasaran

glratogls  koligs  [35-3)  woane  aksn dicoapod acdoladr cTerssogodooe
pongclolanny . SDEP wang porlisipall,  borlonegoie josweab oo
herkelanjutan®, dengan Indikater Kinerja

. Milon Pongelolaan Wilayah  Eoluulan dan Porthanon wvooe

lerkelanjutan dari 020 pada tabun 3015 menjadi 0,403 pada tabuon
A4,

Hilod Penngkaltan Ekconowl Eelautan don Ponkonisn, don 0059 podda
Lodavn 2015 werygadh L0 paads wdaan 2019,

'racluksi perikanan, dari 21,12 juta ton pada tabnn 2005 menjadi
9,87 juta Lo paads talign 2019,

I'raclukeel garam ralgrat. dari 3.4 juta ton pada talon 2005 menjadi
4,2 jula lon pacda tadoan 2019,

Milid ckspor hasil ponkoarian, ol TS0 5,86 wiliar poda walaun 2015
renjacdi L1943 miliar paca talian 2019,
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f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi
4,49 ke fkapita/thn pada tahun 2019,

g Persentase peningkatan PNBP darl sekior KP dari 5% pada tahan
2015 menjadi 15% pada tahun 2019,

3. Internal Process Perspective
Sasaran strategis pada perspektifl ini adalah merupakan proses
yang harus dilakukan oleh KKP, vakni :
a, Basaran strategis keempat (85-4) yvang akan dicapai adalah
Tersedianya Kebijakan Pembangunan KPP yvang Efekifl®, dengan
Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6
pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahuan 2019,
b. Basaran strategis  kelima (88-5) wvang aken dicapai  adalah
Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan yvang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan™, dengan
Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan,
dari 70% pada tahun 2015 menjadi 953% pada tahun 2019,
¢, Basaran strategis keenam (88-6) vang akan dicapai adalah
“Tersclenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya
Kelautan dan Perikanan yvang partisipatif™, dengan Indikator Kinerja:
O Persentase penvelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan
tepat wakiu dari 56,6% pada tahun 2013 menjadi 83,36% pada
tahun 2019,

O Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70%
pada tahun 20135 menjadi 87% pada tahan 2019,

4. Learning and Growth Perspective {input)

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana
tersebut  di o atas,  dibutuhkan  input yvang  dapat mendulkung
terlaksananya proses uniuk menghasilkan cugput dan outcome KKP.
Terdapat 4 sasaran strategis vang akan dicapai yakni :

A. Sasaran strategis ketujuh (85-7) yakni *Tervujudnya Aparatur Sipil
Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian™,
dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65
pada tahun 20135 menjadi 85 pada tahun 2019,

b, Sasaran strategis Kedelapan (85-8) yakni *Tersedianyva Manajemen
Pengetahuan yvang Handal, dan Muodah Diakses®, dengan Indikator
Kinerja Persentase unit kKerja yvang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan vang terstandar darl 0% pada tahun 2015 menjadi
100% pada tahun 2019,

C. Sasaran strategis kesembilan (83-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi
KEF vang Efekdf, Efisien, dan Berorientasi pada Lavanan Prima®™,
dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi
(EB) KKFP dari BE pada tabun 2015 menjadi AA pada tahun 2019,

d, Sasaran strategis Kesepuluh (35-10) vakni “Terkelolanya Anggaran
Pembangunan secara Efisien dan Akuntable”, dengan Indikator
Kinerja Nilai kinerja Anggaran KKP dari Balk pada tahun 2015
menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPE-EI atas
Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTF).
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BAE I
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGEA KELEMBAGAAN

A. ARAH KEBLJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahuan 2015 tentang RPIMN 2015-2019
telah menetapkan 7 (tujuh) arah kebijakan umum yakni (1) Meningkatkan
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, (2} Meningkatkan
Pengelolaan  dan Nilai Tambah  Sumber Daya Alam  (SDA)  Yang
Berkelanjutan, (3) Mempercepat pembangunan infrastruktur untuk
pertumbuhan dan pemerataan, (4] Peningkatan kualitas lingkungan hidup,
Mitigasi bencana alam dan perubahan iklim, [3) Penyiapan Landasan
Pembangunan yang Kokoh, (6) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya
Manusia dan Kesejahteraan Rakyvat Yang Berkeadilan, dan (7)
Mengembangkan dan Memeratakan Pembangunan Dacrah,

Kerangka pencapaian tujuan RERIMN 2015-2019 dirumuskan lebih
lanjut dalam 9 Agenda Prioritas Pembangunan Nasional (Nawa Cita), yainu:
L. Menghadirkan kKembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara,

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektil, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat dacrahdaerah
dan desa dalam kerangka negara kesatuan,

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yvang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercava.

3. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,

. Meningkatkan produktivitas rakyvat dan  daye  saing di  pasar
internasional sehingga hangsa Indonesia bisa maju dan  bangkit
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik,

B. Melakukan revolusi karakter bangsa.

9, Memperteguh  Ke-Bhineka-an  dan  memperkuat restorasi  sosial
Indonesia.

Strategi pembangunan nasional yang terkait dengan tugas KKP
adalah
1. AgendafMNawa Cita ke-1 :
Bub Agenda: Memperkuat Jati Diri sebagai Negara Maritim
a. Meningkatkan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan
perikanan secara terpadu
b. Menvempurnakan  sistem  penataan  ruang  nasional  dengan
memasukkan wilavah laut sebagai satn kesatuan dalam rencansa
penataan ruang nasional/regional
. Menyvusun dan mengimplementasikan Rencana Aksi Pembangunan
Kelautan dan  Maritim  untuk  penguasaan  dan pengelolaan
sumberdaya kelautan dan maritim untuk kesgjahteraan rakyat
d. Meningkatkan sarana  prasarana, cakupan  pengawasan, dan
peningkatan kelembagaan pengawasan sumber daya kelautan
e Meningkatkan peran serta masyvarakat  dalam  pengawasan
pemanfaatan sumber daya kelautan
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e. Peningkatan harkat dan taraf hidup nelayan dan masyarakat pesisir.
Berdasarkan ERIMN 200 15-2019, salah satu dimensi pembangunan
sekior unggulan vang terkait dengan KKP adalah *kemaritiman dan
kelautan” dan “kedaulatan pangan” dengan sasaran pokok nasional
sebagai berikut:

No. Sasaran Pembangunan Nasional H}..lEIl'.‘lj:lll‘_‘ Sfmaj'an
Sektor Unggulan 2014 2019
1 Kedaulatan Pangan
Produksi Tkan [juta ton) 124 188
2 Mervilinn dan kekaolane

M Pemberantazan Tindakan Perilkanan

l.iar
Bleabgkaaline s kel - i
2% B %
Peldkon salia
Fenpembangan Rlonmmi Maritim
e Ioelanitan
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o Produksi hasil perikanan
(termasuk rumput laut) (juta 224 40-50
o)

o Pengembangan Pelabuhan 21 unit 24 unit
Perikanan T o
chngkats_m lua? kawasan 15,7 30

Pelaksanaan agenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita dan
pencapaian  sasaran pokok nasional dilakukan  bersinergi antara KRP
dengan Kementerian/Lembaga dan instansi lain yang terkait serta dengan
Pemerintah Daerah.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STEATEGI PEMBANGUNAN KELAUTAN DAN
PERTKANAN
Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2013-2019
ditetapkan dengan memperhatikan 3 dimensi pembangunan nasional,
vakni SDM, sektor unggulan, dan kewilayahan. Sektor kelautan dan
perikanan telah dijadikan sektor unggulan nasional, vang penjabarannva
dilaksanakan KKFP dengan pendelkatan fungsi/bisnis proses mulai dard
hulu sampai hilic, peran KKFP yang dimandatkan dalam peraturan
perundangundangan, serta tugas KKP dalam  pelaksanaan Agenda
Pemnbangunan Nasional/Nawa Cita.
Arah kebijakan KEP disusun menjabarkan 3 pilar dalam misi
pembangunan kelautan dan perikanan sebagai berikut :
1. Kebijakan Pokok
a. Membangun kedaulatan vang mampu  menopang  kemandirian
ekonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan.
Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/NawaCita
ke-1 dan ke 4, serta menjabarkan misi KKP yang terkait dengan
kedaulatan,
b. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdava kelautan dan
perikanan yang bertanggungjawab, berdayva saing, dan berkelanjutan.
Arah kebijakan ini sejalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita
ke-6 dan ke-7, serta menjabarkan misi KKP vang terkait dengan
keberlanjutan.
¢, Meningkatkan pemberdayvaan dan kemandidan  dalan menjaga
keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. Arah kebijakan ini
scjalan dengan agenda pembangunan/Nawa Cita ke-6 dan ke-7, serta
menjabarkan misi KKP vang terkait dengan kesejahteraan.

2. Kebijakan Lintas Bidang
Pengarusutamasn Gender
Pembangunan Kewilayahan
Adaptasi Pernbahan [klim

Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

aoep

Untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut di atas, strategi dan
langkah operasional vang akan ditempuh adalah ;
1. Kehijakan Pokok
a2, Membangun kedaulatan yang mampu menopang kemandirian
ckonomi dalam pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan,
dilaksanakan dengan strategi :
1) Memberantas IUU Fishing
Langkah operasional yang akan dilaleukan adalah (a) Operasi
pengawasan di laut dengan teknologl dan moda pengawasan vang
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terintegrasi, (b) Penanganan pelanggaran dan penegakan hukum
di laut dengan pemberian sanksi vang tegas dan memberilkan efek
Jera bagi pelako maupun Korporasi yang melakukan pelanggaran
(¢} Penenggelaman kapal asing ilegal, (d) Penguatan Satgas
Pemberantasan fllegal Fishing, (e] Penguatan kerjasama regional
maupun internasional, (f) Penerapan Monitoring, Condrol, and
Surveillance [MCS) secara Konsisten.

2) Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi

Langkah operasional yvang akan dilakukan adalah [a) Penguatan
sArana prasarana  pengawasan (kapal pengawas dan  pesawat
pengawas/ surveillanice . afreraft dan fasilitas pendukung
pengawasan lainnya), (b} Penguatan SDM dan kelembagaan
pengawasan, (o) Pengawasan kepatuhan (complianee) pelaku usaha
kelautan dan perikanan, (d) Peningkatan peran serta masyarakat
dalam pengawasan SDEP.

3) Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan
pengendalian keamanan hayvati ikan
Langkah operasional vang akan dilakukan adalah (a) Penguatan
sistem  karantina ikan, (b Pembangunan unit pengawasan
bersama/f terintegrasif gateway  di wilayah  perbatasan, ()
Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan, (d) Pengendalian
agen hayati, [e) Standarisasi dan kepatuhan

. Menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan vang  bertanggung  jawab, berdava  saing,  dan
berkelanjutan, dilaksanakan dengan  strategi  dan  langkah
operasional sebagai berikut :
1) Mengoptimalkan Pemanfaatan Fuang Laut dan Pesisir
Langkah operasional vang akan dilakukan adalah (a) Perencanasan
ruang laut nasional dan kawasan  strategis, (b Pengaturan
pemanfaatan ruang lant dan pesisir, (o) Pengaturan jasa kelautan
(wisata bahari, BMKT, q1)

2] Mengelola Sumberdaya lkan di11 Wilayah Pengelolaan Perikanan
Negara Republik Indonesia (WPPNEID)
Langkah operasional vang akan dilakukan adalah ([a)
Pembentukan dan operasionalizasi lembaga pengelola WPPNRI, (b)
Penerapan kuota penangkapan, (o) Pembatasan ukuran kapal
penangkap ikan, (d) Pembangunan armada penangkapan ikan
nasional, (e] Pengaturan Alat Penangkap [kan [(API), (f] Penebaran
benihh di laat  (ikan/Kepiting/lobster/dll), (g Pengelolaan
pelabuhan perikanan dan kesyahbandaran

3] Mengendalikan Sumberdaya Perikanan Tangkap
Langkah operasional vang akan dilakukan adalah (a) Pembenahan
sistem perizinan berbasis web (on line) dan penguatan basis data,
(b} Peningkatan PNEFP dari 8DA Perikanan

4] Mengelola Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUL)
Langkah operasional vang akan dilakukan adalah [a)] Penataan
ruang di PUD, (b} Penebaran benih ikan endemik di PUD, (g
Pengatiran budidaya karamba di PUD

3] Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan
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Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Penyvediaan
induk unggul, benih ikan bermutu dan bibit rumput laot kaltur
jaringan, termasuk penguatan Balai Benih Lokal dan  Unit
Perbenihan Rakyvat, (b) Budidayva rumpuat lauat, (¢} Budidaya ikan
air tawar dan air payau, (d) Budidaya laut/marikultur, [d) Pakan
mandii dan obat ikan, (2} Penguatan prasarana dan sarana
budidaya, [f) Pengembangan kawasan budidaya

6) Meningkatkan Sistem Logistik Hasil Perikanan
Langkah operasional yvang akan dilakukan adalah (a) Penvediaan
Unit Pengolahan Ikan terapung, (b) Pengaturan pengangkutan ikan
(port to port dan fishing ground to porf), (c) Penyediaan sistem
penyimpanan hasil Relautan dan perikanan, (d) Pembangunan
prasarana pengangkutan ikan hidup multifungsi, (€) Penyvediaan
sarana prasarana angkutan garam,

7] Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk
Kelautan Dan Perikanan
Langkah operasional vang akan dilakukan adalah {(a) Peningkatan
mutu dan keamanan produk perikanan, (b) Standarisasi produk
kelautan dan perikanan, {c) Diversifikasi produk kelautan dan
perikanan, (d) Pembangunan industri rumput laut dan  hasil
perikanan, (e) Peningkatan produksi dan kuallitas garam rakyat
menjadi  garam industri, () Promosi produk kelautan dan
perikanan, (g) Penviasatan pasar [market intelligence)

8) Merchabilitasi Ekosistem dan Perlindungan Lingkungan Laut
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Rehabilitasi
wilayah pesisir (pembangunan green belf) dan lingkungan laut, {h)
Pengatiran kawasan Konservasi perairan, (¢} Perlindungan dan
dan pelestarian keanekaragaman hayati

9] Membangun Kemandirian Pulau-Pulan Kecil
Langkah operasional vang akan dilakukan adalah (a)
Pembangunan KP terintegrasi di pulau-pulan kecil terluar, (b
Promosi dan investasi pemanfaatan polaa-pulag keecil

¢. Meningkaikan pemberdayaan, dayva saing, dan kemandirian dalam
menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dilaksanakan
dengan strategi dan langkah-langkah sebagai berikut:

1). Memberi Perlindungan kepadsa Melavan, Pembudidayva [kan dan
Petambak Garam
Langkah operasional vang akan dilakukan adalah (a) Asuransi
nelavan, () Fasilitasi bantuan  paceklik/bencana  alam, i)
Penguatan sosial budaya masyarakat adat,

2). Meningkatkan pemberdayaan masyarakat kelautan dan perikanan
Langkah operasional yvang akan dilakukan adalah (a) Penyiapan
kelompok masvarakat terhadap akses permodalan usaha, (b)
Perluasan akses masyarakat terhadap iptek dan informasi, ()
Penguatan kelembagaan dan permodalan perempuan dalam usaha
kelautan dan perikanan.
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3). Meningkatkan Usaha dan Investasi Kelautan dan Perikanan
Langkah operasional yang akan dilakukan adalah (a) Pembinaan
usaha masyarakat, (b)) Peningkatan investasi bidang KP,

4]). Meningkatkan RKompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan,
FPelatihan dan Penvuluhan
Langkah operasional vang akan dilakukan adalah (a)
Pembangunan  Politcknik  Kelautan dan Perikanan, (b)
Pembangunan technopark, (o] Peningkatan kualitas peserta didik
(tata penvelenggaraan pendidikan, standarisasi, dan sertifikasi),
(d) Peningkatan kompetensi peserta pelatihan (aparatur dan non
aparatur], (e Pengembangan sistem penyuluhan (standarisasi,
sertilikasi, kelembagaan, dan ketenagaan).

SiMengembangkan Inovasi [PTERK Bidang Kelautan Dan Perikanan
Langkah operasional vang akan dilakukan adalah (a) Litbang
perikanan vang inovatif dan implementarif (pengkajian stok kuota
dan alokasi sumberdaya ikan di 11 WPPNRI dan KPP-PUD,
rekavasa  teknologi dan  geneitka  induk/benih/bibit  unggul
budidaya perikanan, dll), (b} Lithang pengolahan hasil kelauatan
dan perikansan vang  berdava  saing (produk perikanan,
bioteknologi, dan garam), {c} Litbang sosial ekonomi kelantan dan
analisis  kebijakan  kelautan dan  perikanan, (d) Litbang
sumberdaya laut dan pesisic (perubahan iklim, pemanfaatan
ruang laut, dil), (€) Pengelolaan alih teknologi bidang kelautan dan
perikanan, (fj Peningkatan Knowledge Base Management System.

2. Kebijakan Lintas Bidang
Pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 juga
terkait dengan Pengarusutamaan dan Pembangunan Lintas Bidang,
yakni (a) Pengarusutamasn  Gender (PUG); (b)) Pembangunan
Kewilayahan; [c) Adaptasi Perubahan Iklim (API); dan {d) Tata kelola
Pemerintahan vang Baile.
a. Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan Gender di bidang Kelautan dan Perikanan akan
dilaksanakan dengan strategl meningkatkan peran, akses, kontrol
dan manfaat gender dalam pembangunan KP. Langkah-langkah
operasional vang dilalumkan antara lain melalui (a) Penerapan
Perencanaan dan  Penganggaran Responsif Gender (FPRG), ()
Penguatan kelembagaan PUG di KKP, (o) Penylapan roadmap PUG, (d)
penyusunan data terpilah, (e} Pengembangan statistik gender, (f)
Pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antar unit
eseleon [ di KKP dan antar pusat-daecrah.

b. Pembangunan Kewilayahan

Pembangunan kewilayahan akan dilaksanakan dengan strategi
mempercepat  pengurangan  Kesenjangan  pembangunan  antar
wilayah. Langkah-langkah operasional vang dilakukan antara lain
melalui (a) Mendorong transformasi dan alkselerasi pembangunan
wilavah KTI, yvaitu Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara
dan Papua, dengan tetap menjaga momentum pertumbulian di
Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera, (b) Penyiapan Fencana tata ruang
wilayah dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis [(KLHS), (o)
Sinergi kegiatan di kawasan/sentra perikanan terpadu/Minapolitan/
sentra bisnis perikansan rakyat berbasis pulaa-pulau keeil, (d)

Peningleatan investasi pemerintah, BUMN/BUMD, dan swasta pada
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dame sk label; (g Pelavarein erpsado sang pirtng vange beroicuias
pela pelaywacan ey ) Peudnghbalon FREP Tungsiounal, (L)
licrjasama Intcrnasional dan antarlemlbmaga

A feningliatltan kmalitas pengawasan internal, langlabh vang akan
dirempnh melipnti: (2] Penerapan Sistem Fengendalian Tnternal
Pencevinlate (50097, (b Meuerapan sislemn pengisvasan inlernd vong
prolisivera] dan shoeagis;, (o] Podngkalan eleklivitees uplemeniiss]
pancepaban dan kebijaloan anti komipsi menuajn Wilavah lekas dari
Foorrupesi (WHEKD diatn Wilavith Bivelosas Borsihe Mobvand [(WHBM)

G Proseennn Pornberme i

Arah kobijakan, strateci dan lanckah operasional terscbut ol atas,
Aakan dildkesaiakean welalodl 10 prognsan poemleangorea kelaotan daas
perilanan, yalni ¢
1o Progrinn Pengelolsn 2 Lol
2, roeerain Fengelolsan Suoalserdaead Foribomn Toaglkap
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Program Pengelolaan Sumberdayva Perikanan Budidaya

. Program Penguatan Daya Saing dan Sistem Logistile Hasil
Kelautan dan Perikanan

3. Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Dayva Kelautan
dan Perilkanan

G, Program Peneclitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

7. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelautan dan Perikanan

8. Program Pengembangan Karantina lkan, Pengendalian Mutu,
idan Keamanan Hasil Perikanan

9.  Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP

10. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

Teknis Lainnya KKP

=

4, Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya

Pelaksanaan apgenda pembangunan nasional dalam Nawa Cita
dituangkan dalam Quick Wins dan Program Lanjutan Lainnya, yvang
ditugaskan kepada setiap /L. Quick wins merupakan langkah inisiatif
yvang mudah dan cepat dapat dijadikan contoh dan acuan masyarakat
tentang arah pembangunan yang sedang dijalankan, sekaligus untuk
meningkatkan motivasi dan partisipasi masyvarakat.
Quiick wins vang akan dilakukan antara lain adalah:

. Membangun Gerakan Nelayan Hebat

- Membangun Gerakan Kemandirian Pembudidaya [kan

. Gerakan Cinta Laut dan Fehabilitasi Kawasan PANTUEA Jawa

Oerakan Ekonomi Kuliner Rakyvar Kreatif dari Hasil Laut

. Pembangunan Techno Park berbasis Perikanan Rakyat

Mendukung operasi keamanan laut di perairan perbatasan
. Bealokasi subsidi solar menjadi LPG ke nelayan, berkoordinasi dengan
Kementerian ES1M
Disamping guickwins, terdapal program lanjutan lainnya yvang
menjadi tugas KKP antara lain:

a. Peningkatan produksi kKelautan dan perikanan dua kali lipat menjadi
sekitar 40-30 juta ton pada tahun 2019, pembangunan 100 sentra
perikanan terpadu dan penerapan Best Aquaculture Practices.

b. Pemberantasan [UL fishing.

c. Rehahbilitasi  kerusakan  pesisir, pengelolaan  kawasan  konservasi
perairan, penataan ruang laat, pesisic dan pulau-pulau kecil dan
peningkatan kesejahteraan di pulau-pulan kecil terlnar (PPET.

L= B T = T R =~ ]

C, KERANGIA REGULASI

DPalam rangka melaksanakan arah  Kebijakan dan  strategi
pembangunan tabun 20153-2019, diperlukan kerangka regulasi vang
merupakan  perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka
memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat  dan
penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dalam Rencana Strategis KKP Tahon 2015-2019, kerangka regulasi
akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional meliputi ;

1. Rancangan Undang-Undang (RUU), vakni (a) EUU tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (WFP3K), (b) RUL tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 rentang Perikanan, o) RUU
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, (d) BUL tentang Zona
Tambahan Indonesia, () RUU Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia, () RUL tentang
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Pendanaan Suprastruktur Usaha Perikanan, (g) Revisi UU No. 6 Tahun
2996 tentang Perajran Indoensia terkait pasal 249 avat 3 mengenai
pembentukan Bakorkamla, dan (h) Perbaikan UL No. 32 Tahun 2014
tentang Kelautan  terkait dengan  beberapa indikator yang belum
terpenuhi (pembatasan keikutsertaan asing, pembatasan kKepemilikan,
kewajiban penghitungan dampak negatif’ dalam pemanfaatan SDA-LH,
keterlibatan  masyaralat adat, perempuan dan kaum marginal,
mekanisme penvelesaian kenflik adat, mekanisme penyvelesaian masalah
masa lalu, dan penindakan perlakuakn diskriminatif).

2. Rancangan Perataran Pemerintah (RPP), vakni (a) RPP tentang Kapal
Perikanan, (b} RPP tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan
Pembudidaya-lkan Kecil, {c) EPP tentang Pembudidayaan lkan, [d) EFP
tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan serta Peningkatan Nilai
Tambah Hasil Perikanan, (e REPP tentang Pemberian Penghargaan
Kepada Aparat Penegak Hukum di Bidang Perikanan dan Pihak Yang
Berjasa Dalam Upaya Penyelamatan Kekayaan Negara, (f) RPP tentang
Pengawasan Perikanan, [g) RPP tentang Izin lokasi dan [zin Pengelolaan
Sumber Daya Perairan Pesisir dan Pulau-Pulan Keeil, (h) RPP tentang
Kebijakan Pembangunan Kelautan, (i) EPP tentang Perencanaan Ruang
Laut Nasional, (ij EPP tentang Perencanaan Ruang Laut, (k) RPP tentang
lzin Lokasi di laut vang Herada di Wilayah Perairan dan Wilayah perairan
yuridiksi, () EPP tentang Kriteria, persyvaratan dan mekanisme
pendirian, danfatau penempatan bangunan di laut, (m) EPP tentang
Budaya Bahari, (n) RPP tentang Industri Maritim dan Jasa Maritim, (o)
RPP tentang [zin Lokasi di Laut vang berada di wilayah perairan dan
wilayah wyuridiksi dan tata cara pengenaan sanksi adminstratif, (p) RPP
tentang Pendirian Banpgunan Lauat, (g) RBEPP tentang Pusat Fasilitas
Kelautan, (r) EPP tentang Kebijakan Tata Kelola dan kKelembagaan Launt,
(s) EPF tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan
Relautan, (1) EPP tentang Gasetir Pulau, (u) EPP tentang Pemanfaatan
Sumberdayva Perairan Pesisir dan Perairan Pulau-Pulau Kecil, dan (v)
Revisi PP No. 19 Tahun 2006 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan
Pajak vang Berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan.

4. Rancangan Peraturan Presiden (R, Perpres) dan Rancangan Keputusan
Presiden (R, Keppres), yakni (a) R Perpres tentang Koordinasi
Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulaun Kecil, (b)) E. Perpres
tentang komite Nasional Coral Triangle Initiative on Coral Reef,
Fisheries, and Food Securities Indonesia (CTI-CFF], (¢) K. Perpres tentang
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Pemanfaatan Perairan di Sekitarnyva
Dalam Rangka Penanaman Meodal Asing, (d) R Perpres tentang
Penyelenggaraan Lithang di Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Keeil, () B.
Perpres tentang Provinsi Maluku sebagai Lumbung Tkan Nasional, (f) R.
Perpres tentang Pendidikan, Pelatiban, dan Penyuluban di Wilayah
Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, {g) E. Perpres tentang Eencana Zonasi
Laut, Selat dan Teluk, (h) RE. Keppres Rencana Aksi Masional
Pemberantasan Megal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUU
Fishing), dan (i} R. Perpres tentang Pengalihan Saham dan Luasan Lahan
dalam Pemanfaatan Pulau-Pulan Kecil,

Secara terinei kerangka regulasi sebagaimana Lampiran 11,

D. KERANGKA KELEMBAGAAN
Eerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian/ Lembaga
{strukiur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil
negara) yang digunakan untuk mencapai visi, misi, fujuan, strategi,
kebijakan, program dan Kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan
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fungsi Kementerianf/Lembaga yvang disunsun dengan berpedoman pada

FPJM Nasional.

Penguatan  kapasitas  kelembagasn  KEP dilakukan  dengan
menperhatikan beberapa hal vakni:

1. Perubahan paradigma pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
dari production oriented ke people orented.

2. Mandat vang diberikan, meliputi mandat konstitusional, mandat teknis,
mandat pembangunan, dan mandat organisasi.

3. Kebijakan pembangunan, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah,
peraturan perundangan terkait yang berlaku.

4. Prinsip-prinsip pengorganisasian yvang right steing, unified function,
efektif, efislen dan fransparan, sesuai dengan bisnis proses
pem bangunan kelautan dan perikanan.

2. Tata laksana dan sumber daya aparatur

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2015 tentang
Eementerian Kelantan dan Perikanan, KKP telah melakukan penaatan
kelembagaan vang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor 23 Tahun 20135 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut :
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STRUKTUER ORGANISAS]
EEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
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Penataan kelembagaan KKP  selanjumnyva  akan  ditkuti  dengan
penvesuaian nomenklator program dan kegiatan., Disamping itu, akan
diilsuti penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis KKFP di dasrah serta
penguatan kapasitas SDM terutama terkait dengan pengembangan jabatan
fungsional tertentu di KKP,
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BARB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGEA PENDANAAN

A. TARGET KINER.JA

1. Illd.lkal‘éhr Klm:'r] SArAn Stl‘att'

e e, e

1. Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Sasaran Strategis vang telah ditetapkan KKP merupakan
kondisi yang akan dicapal secara nyata yang mencerminkan
pengaruh yang diimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact] dari
satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP

adalah sebagai beriloaf:
SASARAN STATEGIS DAN 1 a1
INDIKATOR KINERJA 22 2016 2? 2018 | 2019

STAKEHOLDERS PERSPECTIVE
55 1. Terwujudnyva kesejahteraan masvarakat KP

1 |Indeks Kesejahteraan ” = 47,
Masvarakat KP 40,5 | 42 45 5 51
I 1 .
2 :z;;;"tum vihan PDB Perikanan 700 | 7.05 | 7.10 ?51 7.30

CUSTOMERS PERSPECTIVE
53 2. Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDEP
Persentase kepatuhan
(compliance] pelaku usaha KP
3 [terhadap ketentuan 70 73 Ta a1 a7
peraturan perundang
undangan vang berlakn (%)
Jumlah pulav-pulan kecil
yang mandir

55 3. Terwujudnya pengelolaan SDKP yang
partisipatif, bertangpungiawab, dan berkelanjutan
Nilai Pengelolaan wilayah KP

4 5 10 15 20 a5

. yang berkelanjutan 0,20 | 0,29 | 0.39 | 057 | 0.65
G Egm peningkatan  ekonomi 059 | 0,69 | 079 | ago| 100
: . 41| 26,0 | 30,2 | 33,

7 | Produksi perikanan (juta ton) 22 4 9 aj | 39,97
Froduksi g t{juta

By rakyat ju 33 | 36 | 38| 41| 45
Milai ekspor hasil perikanan

? | {USD miliar 5,86 | 6,82 | 7,62 | 853 | 9,54

10 | Konsumsi ikan (kg/kap/thn) | 40,9 4%'8 42’1 ?g " | 54,49
Persentase peningkatan 12,
11 | PNBP dari sektor KP o6 5 | 78| 10 5 | 15
NTEENAL PROCESS PERSPECTIVE
55 4. Tersedianya kebijakan pembangunan KP vang efektif
12 | Indeks efektivitas kebijakan [&] 6.5 7 7.5 B8
pemerintah
55 5, Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan SDEP yvang
adil, berdayva saing dan berkelanjutan
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Efektivitas tata kelola
pemanfaatan SDKP yang adil,
berdava saing dan
Lherkelanjutan (%)

70

TG

22

BO

93
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SASARAN BTATEGIS DAN 201 | 01 | ;
INDIKATOR KINERJA 5 ‘ S s ‘ b ‘
88 6. Terselenggaranva pengendalian dan pengawasan SDKFP
| vang profesional dan partisipatif
11 | Persentase penvelesaian

tindak pidana KP sccara . B35 .
akuntabel dan tepat waktu My |G| The & Eichyid
L e
13 | Tingkat keberhasilan
pengawasan di wilayah 0 73 [is 81 87
| perbatasain (Yo | _ _
_ LEARNING AND GROWTH FPERSPECTIVE
88 Y. Terwujudnya ASN KKP vang kompeten, profesional dan
| berkepribadian
Indeks kompetensi dan o = o
1o 03 il o 80 85

| | integritas [ | | | [
88 8. Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah
| diakses
Persentase unit kerja
vang menerapkan sistein
manajemen pengetahuan
| yemue Terslanalan 45 | | |

40 8 0 [Lb LCHD

R Urrwojudieed Divokeast kil vaaug chedodl, efisic, ddn
boviniculag pada lavania priva

18 [ iai Retormasi Rimkms KEP] R R [ & [ & MA

55 10, Terkeldlanya anggaran pembaninan sacara efizien dan
itbeunlatbe:l

12| ikl Lo o neesran KICP Hullg  Hui
[F0ik ik | 13aile al al
B B0 B e Baik
W0 | oy ey
A ;}E:iﬂ.qtqs.l.mmr:m Kenangan W W | W | e werre
» Indiketor Bingerja Proweraan
Indikaror Isinerja Program  memipakan alat nknr yang
wmengiudikasikin kelovhosilan pencapaion hosil foutcome) dari soqiu
poceran, Tondiuaer Bioerja Frowean eladn dicelapkan secoon spesiil
unrnk  menoukor poncapalan kKincrja  berkaitan dongan sasaran
Eregram  tontcoemck. Indikator Kiocrja program terschbut o jiuga
werupabeny  hevanplod Akoutabilitas Orgaodsas dedsw wengulour
pencapaian Kinarja program. Tlalam leaitan ini, KREF falah menetaplan
Mdikatn Kinei Mvogreenn dakam Soalaor Mansgouenr kiuerja yaog
eripaleary  oswsEean Lineags peograan veay secdard skontabililas
berkaitan dengan nnin argani=ast KL =etinglat Rselon 1A
aebapaimana Lampiran [

2

Indikator Lincrja Keoiatan

ludibeator hineija Kesiatan werupeadoar ukoran slal ukur vai
weatgindikavibiany kebealwisilan pelcapadan keluoasn feutput) dad
anatl kWegiatan. Tndikator Rinerja Kegiartan t@lah diteraplan secara
spesiik uniuk  mengukur  pencapatan kinevjs Levkailan dengan
sl leeglalaay feradpnef) Todilsator Kinerjps Keglaloo Qalan Steokoor
ManajEmen Kineja di KEE mempakan sasaran kKinerja Reciatan sang
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secara akuntahbilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setinglkat
Eselon II, sebagaimana Lampiran II1.

B. KERANGEKA PENDANAAN

Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan, strategi, dan
program pembangunan kelautan dan perikanan, serta mencapai target
sasaran utama sebagaimana  disebutkan dalam Bab  terdahuolu,
dibutuhkan dukungan kerangka pendanaan vang memadai, Pendanaan
pembangunan akan bersumber dari pemerintah (APBN dan APBD,
Dana Alokasi Khusus/DAK]), swasta, perbankan dan non perbankan,
dan masyarakat. Pendanasn APEN KKP akan digunakan untuk
sehesar-besarnya  kemakmuran  rakyat, yakni fokos pada  pada
kepentingan untuk kesejehteraan masyarakat kelantan dan perikanan.
Sementara itn dilakukan penguatan sinergi pendanaan antara KKP,
/L terkait serta APBD. Pendanaan juga diharapkan dapat dilakukan
melalui operasionalisasi Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan (LPMUKP) serta kredit yang disalurkan melaui perbankan.
Secara terincil kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan
sehagaimana Lampiran 111,
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Rencana Strategis KKP tahun 2015-2019 merupakan
dokumen perencanaan pembangunan o tahun, yvang disusuan
untuk menjabarkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015
tentang EKencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMMN) Tahun 2015-2109, schagaimana diamanatkan oleh
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan rencana
Pembangunan Jangka Menegah Nasional dan Peraturan
Menteri PPN/ Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L Tahun
2015-2019,

Eencana Strategis KKP tahun 2015-2019 digunakan
sebagai acuan perencanaan, pelaksanaan, dan  penilaian
terhadap kinerjia yang telah ditetapkan, dan akan ewvaluasi
secara berkala sesuai ketentuan vang berlaku.

Apabila di Kemudian hari diperlukan adanyva perubahan
pada Rencana Sitrategis KKP tahun 2015-2019, maka akan
dilakukan penyvempurnaan sebagaimana mestinya.

MENTERI KELAUTAN DAN PEEIKANAN
EEPUBLIK INDONESIA

SBUSI PUDJIASTUTI
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LAMPERAN [

FERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN FERIEANAN
REPUBLIE INDONESLA
NOMOE 25/ PERMEN-KPY 2015

TENTANG

RENCANA STRATECHS KEMENTERIAN KELAUTAN
THAN PERIEANAN TAHEIN 2015-201%
KERANGHA REGULASI KEMENTRIAN KELAUTAN DAN PERTHANAN 2015-2019
Urgersi Pemben tukan Uit Uinit Terkait/ Institusi
Armh Remngka Regubssi Berdasarkan Evahiasi Penanggung)owal Target
MO | dangatan Keburtwn Begubsi | Begulbasi Eksisting Kajisn dan Peine hesaian
T
1. | RUU teniang Perubaban Kedun | Terkait dengan implementasi [J PRL + Setneg 016
Atns Undang Undang Nomor 27 | Undang-Undang Nomar 23 * Kemenkumham
Talumn 2007 tentang Tl 2014 wentang ¢ Rementerian — LH
Pengelalman Wilmah Pesisir dan | Pemerintah Daernh, yang dan Kehutanan
Pula- pulan Kecil (WF=E mengatur kewenangan dacrab Kemernterian FU
i Iant * Fementerian
Apgraria dan Tata
Rl
2 | RUU tentang Peruhaban Kedun | Mengnkamedir perkembangan DIFT Setneg 2018
atas Unsdang-Undang Momer 31 | teknologl dan kebunihan i L e
Taliin 2004 tentang Perikanan | hulnm di bidang perikanan x] F3OKF
3| BUD tentsmg Perlindungsn dan | Meagakomadic iotangs [LIFT * Setoeg 2016
Pem berdimvann Nelayan | wang dihsdap nelayan dalam = Rm:nh.l.lnlmm
I penimghcatan Helidupan L F\.&m_l.l'm.l'l. :
i BT Eoartina=i Hidang
Urgensl Pembentukan st Uit Teckalt/ Instiinst
it Arah Keranghka Regabss Herdasarkan Evahissk FernaiEE Nl Target
danatan Kebuiiban Repubisi | Regubssi Eksisting, Fajisn dan Peireksaian
Penelitirn
i Minmnoya pendapatan dan Pembangunan
bl boerji Manusixin diun
B Minkmnga precaimng dai Eetinfayean
=arana nelaymn
£. Kumangnya periind ungan
Hak Melayan
i, Reterbatassn Akses Pazanr
4. | Ruy Homa Teanm bl S saat i Delu adn LI PRI & Suloky 2005
pengaturan di Zona = Kemwnkimban
Tambahan. Pedabal Zona + Eementrian
Tambahan penting bagi Maritim
Irdanesin unbuk melnkukan
per B Il dan ¥ imd akng
| penigejaran sehetika [har
preaesnl] vang et kaitan
dengan pelanggamn di bidang
fiskal, ke pabesnan,
Beimigrasian, kesehatan, dan
perhman pelanggamn
| dilitang narkoba, fraffcbng,
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CFF] coral Reef, Fisheries, and Feasungan
Fowad Sevviniies Icfoneain o Eemenierian  Tawar
|CT-EFF) Nepgeri
* Bappenas
& Kementrian
Parmwisata
1=, K. Perpres fentang Pemantatan | Tindak Langut Pasal 264 UU [l PEL » Remenierian FU 2015
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Pantai (3 UL Moo 57 Talin 3014 Hulom dam HAM
ientnng Pergelalaan Wikavah + Kemeniedian L4
Fesiair dan Pulau-Fulan Keeil, dan Keliitanan

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328

44

Fisfeung (LT Fishing)

Urgensi Pembendukan it Uit Terkadt ) Institusi
Ho Arah Berangks Regkasi Berdasarkan Evahimsi Penangging el Target
danfutan el Regulasei | Repulasi Eksistiog, Esjisa dan Pealsaizng
Pemelitian
sebagaimars felah divbab * Eemeriierian
dengan UL Bomor 1 Taham Aprarin dan Tata
2014 Rwang
o Femendagn
72, R, Keppres Rencans Aks) Sebagial marelat dari Regional TP Menka Polliikati, LS
Naional Pemberantasan Megel | Planof Actien (RPOA) TU0D ek Mlaition.
Linreported, and Urnregulaied Finhmg Kemersiarisn

Pertahansn, THT AL,
POLEL , HAKAMLA,
Eememierian Hukum
dan HAM,
Sekmtarial Negars,
Bppenom

MENTER] KELAUTAN DAN PERIKANAN
EEFUBLIK INDONESLA

SUE[ PUIRIASTUTL

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

45 2015, No.1328

Labi¥ AN B
PEMATL AN BIENTED SELA AN LAY FEHEARAF
P L O T
W SRR S
B oy
FUSTARL STRANGE TIMIFTEFEWY KTLAUTAY

e an FamncELA
T Tyl 1l Ty 1 Tk 5
| ma R s
Ay | W | A | T o |
mmn 4 BF s K e Moot 68 IR = ana =
Pt T [ [ ] [T
ervabri e il
n n
prose - Py | -
- aed
v
[t & el g b el i 3 [ L] - "
o
el Wik P s gk v i (™ o am anr [
s
iy an W e el
R R I
S bl Ll ol il el hecind
sl s i el - am anan o e
- b L - 18 (L]
=Ty [u————y ¥ L T Ta "
[y - Lol Ll (o - -
’ TR g L
e W sl
mOTDILE  BDESIEUNS .. ee el
™ - T s
whiE=
- L ™ . -
Terya gy
-a W e s
s ]
e s ek BEE B ]
g T e = - - L] L
ey LECEC T L= (L) Bl R e G B
e | oamam | gasa - vy
Dkt o L i v o PP e Ll - - -y
T TN
vttt
pantme

il SalFan L - L =

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328

46

e e T g
[

L s ]

ol D | s b 1] L] L NN B R
i ety e
T L] - O w =
Lo P
T . T : [ T R R T
o i b i =
|Frabd e s Tobioed n b s - = m = L
e
¥ T w w ™
Py
T E

lisiah Vo g i - i " [
L sdell i ¢ — = = W |
v - (L] (L] b}
——

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

47 2015, No.1328

Mol i e W ke

T T ] O W T
oo e i T i B |

T
o e b |
P

= L 1] L} I}

e
Fsinger fam

T e FHAE T T, ST
o b £
TR
= i = T B
Bl ke BF
e, ]

e g b

Pt
rediioes i m -
s b e . e sazme
e e g

T ] [T} ol T ] i a=n LS

e e o - - e a= -

boam b p Ly o samgiss Snn
fraas micmi s S R RL aill

i = mA—
P b s

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328 48

=T T =L T TR ™ T TS
T T T T TR ] ) L -
L = L] W = Ero TH T R W
= T e T TS| TE] o gy pen Lo

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

49

2015, No.1328

e A T g

53k

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328

50

o e

[T,

==

H:n.d:wn——
nnih o e 1 menan

o i ma m thed
et

b . et i 4361
]

e —
e

Dm0 e s
o

T

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

51 2015, No.1328

TH B[R TH A a Y (B BT S TR W W W L r
L B
1
- po=gerrel
e (L3 (L] =] L] -
g g s e 1
= T ™ T E ]
AR .

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328 52

[

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

53 2015, No.1328

3|0 He-n B BEAlE

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328

54

FOEFER o b e,

[ B S ———

e

i

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

55

2015, No.1328

v W
¥ *
et g ki vk il g e g " w n =
- i A T i vl
R e e L] £ T L
I f—— hl-.l_
Brww
re=—y ] W ] o W
ey —
Ll = LE] L]
LT Larsitsa e e S

et s bt v g 8 o

e e
-
i -
i = W O ¥ BT e p——
L TR
Basima | Tt
o = L
= 1] (] £
e g ey iy ey
e
Sl = o -3 W
] T A W =

e R

o]

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328

56

. 220 B g e 4 s
=T T ¥ v ® L] E e T S
e
y— = T 3 T T ] g T =
b ki 0] S v P L Bl
T 3 v ] wim i i b
= s

Smaw

T bl 15 P

= EE====
i e = [ a £l
o F L3 T
Eimaboealiss I = ' L L
pEamnger %
B
[Gif— I I In 3 I
Pt Pk ' s il " L - L]
o
Bwa| i r 1 1
b
¥
[ i P e
pagprbsbn s rd gy LT e T p—— L] ha L ram (O .
R L P i o, 1 e
C3 = = o =
mrvrns Pvar-dus Fains . = w
T e e T (5] . 2] [T LS (7] T pracs TR
e L B e H £ 1o x| i (2 any [E T

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

57

2015, No.1328

[ [PV FARSIGEN FRNEIEGY AR Aa—
[e=mr—riy

B L= I -
|l--E|-_rn-—-'-u_..u-.- Oy | Wy | ey | wwy  m

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328 58

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

59

2015, No.1328

Al
dwa -n

ey

=

[ g BB L e
b e e et |

Qi yoa B

[P I i " i i
3 e e, g

s e prasm
[ L -

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328

60

o Fi
|

et Laa ) ma Ligdris
gl

i o e kel o - - L] L)
e e
ko o m bbb opimss B
o P e e
Somme 1
¥ i i 1 = - ] ] & i

oo e o g

ek L) L L 9]

= T T T

e T e

v v g

-t -2 = ey prs
baioboa i ol S e = e o
[nhdatorss 1o Hrage s . nar ]

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

61

2015, No.1328

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328

62


http://www.peraturan.go.id

63

2015, No.1328


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328

64


http://www.peraturan.go.id

65

2015, No.1328


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328

66


http://www.peraturan.go.id

67

2015, No.1328

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328

68


http://www.peraturan.go.id

69

2015, No.1328


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328 70

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

71

2015, No.1328

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328 72

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

73

2015, No.1328

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328 74

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

75

2015, No.1328

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

2015, No.1328 76

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

77

2015, No.1328

www.peraturan.go.id


http://www.peraturan.go.id

